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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN ASESMEN OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL KABUPATEN OGAN ILIR TERHADAP

PENGGUNA NARKOTIKA”. Asesmen merupakan tahap awal dari rehabilitasi.
Dasar pengaturan dalam melakukan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika ialah
Undang — Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54. Permasalahan
dalam tulisan ini adalah : 1. Bagaimana Pelaksanaan Asesmen Oleh Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Pengguna Narkotika, 2. Apakah hal —hal yang
mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan asesmen oleh Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Ogan llir, baik dari faktor pendukung dan faktor penghambat.
Penelitian ini bersifat Yuridis-Empiris, dengan menggunakan data primer. Dari hasil
penelitian menunjukan bahwa, asesmen merupakan tahap awal dari rehabilitasi untuk
menggali informasi atau riwayat pemakaian zat yang telah pengguna tersebut pakai.
Setelah dari itu residen yang melaporkan untuk di asesmen dan pelaksanaan asesmen
ini dilakukan oleh assessor memberikan formulir asesmen pada residen, residen
tersebut mengisi dan juga penilai menanyakan pertanyaan-pertanyaan, baik bersifat
tertutup, maupun bersifat terbuka. Penelitian ini membahas tentang awal dari
rehabilitasi. Tetapi dalam melakukan asesmen ada faktor pendukung dan faktor
penghambat, yang dimana faktor pendukung ialah adanya sumber daya manusia dan
Assesor yang baik dan pintar, dan faktor penghambat ialah masih kurangnya penegakan
hukum, peran dari orang tua kurang memotivasi, sarana dan prasarana, dan terkadang
sumber daya manusia juga masih kurang. Serta pada 3 (tiga) tahun terakhirnya sudah
ada beberapa orang yang sukarela untuk di asesmen guna direhabilitasi supaya
pengguna narkotika bisa lepas dari zat tersebut.

Kata kunci :Asesmen, Tahap Awal Rehabilitasi, Pengguna Narkotika
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara yang berlandasan dengan hukum. Bukan negara yang
berlandasan atas kekuasaan. Jadi dengan demikian segala yang berkaitan dengan
Indonesia harus diatur oleh separangkat pearturan perundang — undangan.!Indonesia di
era globalisasi perdagangan atau peredaraan narkotika sudah meluas di seluruh penjuru

dunia dan di Indonesia sendiri sudah mendapatkan dampaknya.

Indonesia yang pada awalnya menjadi suatu negara transit atau negara
pemasaran pada saat ini sudah meningkat juga menjadi negara eksportir atau negara
yang produsen pil yang terlarang dan berbahaya tersebut. Jenis suatu bahan — bahan
dasar yang memiliki sifat sintetis untuk membuat obat — obat yang terlarang itu
sengatlah mudah dan juga home industry itu juga telah merabah ke seluruh kota — kota
yang ada di Indonesia.?Tanah air kita Indonesia tidak juga hanya menjadi tempat
transit dalam hal perdagangan, dan dalam hal perederan dunia gelap narkotika namun
juga dalam hal produksi narkotika bahkan di Negara kita Indonsia juga ada memiliki

pasar gelap yang menjanjikan.

!Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bunyi Pasal
ini lahir dalam proses Amandemen UUD 1945 ke 3 tanggal 9 Nopember 2001. Penegasan ini diatur
sebagai norma dalam batang tubuh merupakan komitmen negara hukum secara utuh, sebelum
amandemen, ketegasan mengenai negara hukum hanya diatur pada bagian penjelasan.

2 Irwan Jasa Tarigan, Narkotika dan Penanggulangannya, Cv. Budi Utama,Sleman, 2017,
him. 2



Disatu sisi lainnya adanya tingkat lebih tinggi permintaan dalam hal narkotika
maka dalam hal itu semakin meningkatnya juga pasokan narkotika yang beredar di
Negara Indonesia. Hal tersebut didukung karena beberapa faktor harga di Negara
Indonesia sangatlah tinggi, jika pada saat suplai kurang atau rendah maka dalam
artinyaan harga pasar dapat menajadi sangatlah mahal, konsumen juga banyak di
Indonesia, dalam merekrut kurir di Negara Indonesia sangatlah mudah karena hanya
memberikan uang saja bisa menjadikan kurir narkoba dan yang terakhir karena
Indonesia terletak diwilayah yang startegis karena terletak di antara dua benua Asia
dan Australia yang secara tidak langsung dalam hal itu meningkatkan perkembangan
dalam peredaran tindak pidana dalam narkotika.®

Sisi lain juga karena Indonesia terdiri dari banyaknya pulau-pulau maka dari itu
pintu masuk dari jaringan peredaran narkotika seperti memalui jalan — jalan tikus yang
kadangkalah istilah itu disebutkan dalam hal untuk peredaran narkotika. Meskipun
kadangkalah tidak bisa dipungkiri masuk juga melalui pelabuhan resmi pemerinta
dengan berbagi cara mengelabuikemasan untuk mengelabuhi petugas yang berjaga di
bea cukai , Badan Narkotika Nasional (BNN), dan petugas lainnya.

Persoalan dalam narkotika ini adalah permasalahan yang klasik tetapi masih
saja menjadi suatu hak ganjalan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan
bangsa ini. Dari fakta tersebut yang dapat diketahui bahwa hampir setaip harinya baik

melalui media cetak ataupun elektroknik, ternyata barang — barang obat — obatan

SEsthi  Maharani, “Republikalndonesia Menjadi Target Pasar Narkoba Paling
Menggiurkan”, http//www.republik.co.id./jabodetabek-/16/04/14/051zir335-indoesia-
menjaditargetpasar-narkoba-paling-menggiurkan diakses 14 Agustus 2019 Pukul 11.20 WIB


http://www.republik.co.id./jabodetabek-/16/04/14/o5lzir335-indoesia-
http://www.republik.co.id./jabodetabek-/16/04/14/o5lzir335-indoesia-

terlarang ini telah menyebar ke seluru penjuru Indonesia tanpa pandang bulu, terutama
di antar generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa di
masa depan*,

Masyarakat dengan banyak perkembangan dan pembaharuan teknologi baik
menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif dengan adanya dampak —
dampak tersebut teknologi membuat manusia menjadi lebih canggih untuk
mendapatkan suatu informasi dan ilmu pengetahuan lebih lagi yang mulai dari yang
termudah untuk didapatkan sampai yang tersulit yang didapatkan.

Dengan banyaknya informasi dan ilmu pengetahuan yang didapatkan didunia
teknologi tidak banyak masyarakat yang salah menggunakan pembaharuan teknologi
tersebut. Mereka menggunakan dengan untuk kesenangan pribadi ataupun karena
depresi dan karena mencoba — coba untuk faktor berani atau tidak berani di
lingkungansekitar mereka. Mereka hanya memikirkan kesenangannya saja karena
mereka belum merasakan dampak yang terjadi karena menjadikan narkotika untuk
meredahkan dari depresi atau keberanian yang untuk ditunjukan keapada teman —
temannya. Namun terkadang mereka sudah mengetahui dampak negatif dari narkotika
itu masih saja untuk mengunakannya. Dan kadangkalah bukan hanya masyarkat biasa
yang bisa menjadi pecandu terkadang juga dari kalangan pejabat pemerintah atau dari
aparatur sipil negara.

Meningkatnya penggunaan obat dan narkotika di Negara Indonesia sudah

menjadi semacam way of life, Khusunya didalam kalangan artis, dan kelas menangke

“Moh.Taufik Makaro, dkk, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, him. 1.



atas lainnya. Menurut seorang penguna berat Cannabis (ganja), seorang yang
menggunakan obat — obatan dan narkotika ialah bahan pergaulan dan menjadi trend di
kalangan menengah atas.® Oleh karena hal tersebut maka di perlukan upaya pencegahan
dan penanggulan narkotika dan upaya pemberantasan pereadaran gelap mengingat
kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi
sekarang.® Penyalahgunaan narkotika ini merupakan perbuat yang bertentang dengan
peraturan undang — undang.” Menurut Direktur Rumah Sakit Kebergantungan obat
(RSKO) dr. Sudirman, jumlah pasien yang menderita ketergantungan obat — obat

tersebut semakin meningkat®.

Dalam kasus narkotika semakin waktu mengalami banyak perubahan,
perubahan ini tidak hanya orang dewasa yang terlibat namun ada juga anak — anak yang
masih dibawah umur atau masih berstatus pelajar atau mahasiswa sampai ke ibu rumah
tangga yang ikut terlibat. Seperti halnya dalam kasus aktor yang saat ini lagi dalam

pemeriksaan yaitu Jefri Nichol.

Dalam hal ini akan mengakibatkan ancaman dalam kelangsungan hidup bangsa

karena dalam hal ini pengaruh dari narkotika akan mengakibatkan dampak

5 Kaligis,0.C.&Associates,Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana
Melalui Perundang dan Peradilan. Bandung: Alumni, 2002, him.249

¢ Lydia Harlin Marton, Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga, Balai Pustaka,Jakarta,
2006, him. 1

7 Humas BNN, Badan Narkotika Nasional, “Dampak Langsung dan Tidak langsung
Penyalahgunaan Narkoba” ,http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/957/dampak-
langsung-dan-tidak-langsunenyalahgunaan-narkoba diakses 14 Agustus 2019 Pukul 12.20 WIB

8Kaligis,0.C. & Associates, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum
Pidana Melalui Perundang dan Peradilan. Bandung: Alumni, 2002,him.248


http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/03/20/957/dampak-

tidak langsung dari pengunaan narkoba yang disalahgunakan dari mulai uang untuk
proses penyembuhan, perawatan kesehatan,dikucilkan dalam masyrakat sekitar,
keluarga malu karena ada salah satu keluarganya pecandu, dosa, dan ampai akan

dijeblosakn ketembok jeruji atau penajara.

Dampak langsungnya dari narkoba untuk jasmani atau bagi tubuh manusia ialah
seperti gangguan pada jantung,gangguan pada hemoprosik, gangguan otak dan tulang
dan masih banyak lagi akan menyebabkan kerugian terhadap jasmani atau organ tubuh
manusia tersebut dan juga ada dampak langsung pencandu narkiba bagi kejiwaan dan
ataupun mental bagi manusia yaitu bisa mengakabitkan depresi mental, menyebabkan
gangguan jiwa berat, bahkan bisa membuat manusia untuk mengakhiri hidupnya. Ada

juga dampak fisik, danpak mental dan dampak emosional bagi manusia tersebut.

Beberapa hal faktor pendukung dalam penyalagunaan narkotika baik dalam hal
dari diri sang pelaku seperti halnya rasa ingin tahu, atau untuk membuktikan
keberanian dalam hal tindakan yang menurutnya berbahaya tetapi untuk menguji
keberaniannya,stres,frustasi dalam hal kehidupan, mempermuda dalam hal untuk
menyalurkan perbuatan seksual seseorang, dan dalam hal faktor diluar sang pelaku
seperti dalam hal pergaulan sosial di lingkungan sekitar seseorang tersebut, dan dalam

hal gaya hidup seseorang tersebut®.

® HariSasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa
dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, MandarMaju, Bandung, him 6.



Penyalagunaan narkotika ini telah menjerat banyak kalangan dari mulai orang
kaya, menengah, miskin, anak sampai orang dewasa di Negara Indonesia kita ini.
Karena komoditi narkotika yang banyak jenisnya dan harganya juga beragam dari yang
termurah sampai; dengan yang termahal. Dan juga ada faktor dari pengaruh iklan atau
promosi ataupun iklan obat yang terlahu banyak akan membentuk drug- oriented
society, karena orang beranggapan rasa sakit yang dialami dapat segera disembuhkan
dengan cara menggunkan obat — obatan terlarang, dan menjadi salah satu faktor dari

suatu penyebab masalah narkotika dan prekursor narkotika.

Perserikatan Bangsa — Bangsa (PBB) telah menrencanakan perang terhadap
peredaran gelap narkoba dan psikotropika sejak tahun 1990, oleh karena itu setiap
tanggal 10 November telah dijadikan sebagai hari “Perang Melawan
Narkoba”.!'Pemerintah  berusaha untuk mencegah dan memberantas atas
penyalagunaan narkotika dengan itulah pemerintah membuat undang — undang tentang
Narkotika No. 35 Tahun 2009. Lahirnya Undang — undang ini membawa
perkembangan baru, nuansa baru, paradigma baru dan sebuah harapan baru bagi
banyak masyarkat. Supaya maysarakat yang menyalagunaankan obat — obat tersebut
bisa mendapatkan tindak pidana sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat dan
disahkan oleh pemerintah tersebut. Dikarenkan sekarang bukan perorangan lagi yang

menyalagunaankan narkotika ini, melainkan berorganisasi, berkelompok, dan

%Rosdiana, Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan, CV. Kaaffah Learning
Center, Parepare, Sulawesi Selatan,2018, him. 3.

HKaligis,0.C. & Associates, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum
Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni, 2002, him.262



membuat jaringan yang lebih satu orang untuk mereka terlibat dalam

menylagunanakan narkotika tersbut.

Undang — Undang ini juga lebih memaksimalkan peranan Badan Narkotika
Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberatasan penyalagunaan narkotika,
sehingga dengan adanya ini, diharapkan kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) akan
semakin lebih optimal karena BNN ini juga diberikan wewenang untuk mengadakan

penyelidikan dna penyidikan kasus — kasus yang berkaitan dengan narkotika.

Dalam hal penyalahgunaan narkotika adalah tindakan yang melanggar hukum
atau tindakan yang tanpa hak atau melawan hukum. Pecandu narkotika
adalah“penyalahgunaan yang tersebut menjadi korban atau tersangka dalam
penyalahgunaan Narkotika dalam hal menjadikan narkoba untuk bersenang - senang.
Pecandu narkotika ialah orang yang menyalahgunaankan narkotika dan dalam keadaan
ketergantungan pada narkotika ,baik secara fisik maupun psikis”.!? “Dalam konteks
penyala guna narkotika adalah orang yang menggunkan narkotika tanpa hak atau
melawan hukum”*®. Sedangkan dalam hal “konteks korban Penyalahgunaan narkotika

adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena

12 pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoika.
13 Pasal 1 angka 15 Undang —Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”*,

Dalam hal kondisi ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan
unutk menggunakan narkotika secara terus - menurus dengan takaran yang meningkat
agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau
dihentikan secara tiba - tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas?®.
Sebenarnya narkotika hanya bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi-Menurut Undang
— Undnang No0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 5 menyebutkan bahwa
pengaturan Narkotika dalam Undang — Undang ini meliputisegala bentuk kegiatan
danatau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.®
Dengan ini sudah dijelaskan dengan beberapa jenis golongan obat — obat yang terlarang
dan perbuatan yang berhubungan dengan obat — obat terlarang tersebut akan diancam

dengan tindak pidana penjatuhan penjara atau dengan penjatuhan rehabilitasi.

14 pasal 1 angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Keplaa Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang penanganan Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Pasal 1 angka 4 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Keplaa Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala
Badan Narkotika Nasional

16 Pasal 5 Undang- Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Tabel.1

Undang — Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 ayat

(1)dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

No.

Golongan

Keterangan

1. | Narkotika Golongan

jenis pada golongan ini sebenarnya “dilarang diproduksi
dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam
jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.'®
Narkotika ini yang digunakan untuk tujuan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalam hal terapi serta
dalam hal ini mempunyai pontensi yang sangat tinggi

dan mengakibatkan ketergantungan.®®

2. | Narkotika Golongan

1alah narkotika yang “jenisnya untuk bahan baku dalam
produksi obat tersebut, narkotika yang berkhasiat untuk
pengobatan digunakan bisa mampu menimbulkan potensi
yang sangat tinggi dan berakibat ketergantungan. Dalam
hal ini digunakan sabagaimana pengobatan

terakhir karena tidak bisa lagi diobatin lagi dengan obat

17 pasal 6 ayat (1) Undang — Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

18 Pasal 12 ayat (1) Undang — Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

®Rahmanamin,PenggolonganJenis—
jenisNarkotika,“http://rahmanamin1984.blogspot.com/.2016/08/penggolongan-danjenis-jenis-
narkotika.html?m=1 diakses 30 Agustus 2019 Pukul 22.30



http://rahmanamin1984.blogspot.com/.2016/08/penggolongan-danjenis-jenis-
http://rahmanamin1984.blogspot.com/.2016/08/penggolongan-danjenis-jenis-
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lainnya”;

Narkotika Golongan | Dan Narkotika Golongan III, adalah “jenis golongan yang
3. [ digunakan untuk obat dalam masa rehabilitasi, dengan
bertujuan  untuk mengurangi  kecandunagn atau
ketergantungan pada jenis golongan narkotika I dan jenis
golongan narkotika Il, dan dalam prosesnya lebih ringan

untuk ketergantungan tersebut”.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupatenn Ogan Ilir dalam bidang
rehabilitasi telah memsosialisaikan supaya masyarakat, keluarga, yang telah menjadi
pengguna atau pecandu narkotika supaya datang untuk mempermuda untuk datang ke
klinik pratama pradana medika supaya di asesmen supaya mengetahui berapa lama
seseorang ketergantungan obat tersebut ataupun tingkat kecanduan yang merupakan
suatu riwayat pemakiaan zat tersebut dengan tujuan untuk guna direhabilitasi apa yang
cocok terhadap residen tersebut.Menurut Ruly kepala seksi pencegahan pemerdayaan
masyarakat Di wilayah provinsi Jawa Barat dan Sumatra Selatan memiliki angka
prevalensi tertinggi. Sumatra Selatan sendiri pada tahun 2018 angka prevalensi Pakai
Narkoba Setahun terakhir 3,50% dan jumlah tepapar narkoba 137.989 yang tersebar
diseluruh wilayah sumatra selatan ini sudah banyak di assessment, sehingga penulis
mengambil di Kab. Ogan Ilir karena adanya jalan lintas di wilayah ini sudah banyak

yang ditest urine dan kedapatan membawa ataupun
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positif mengunakan narkotika. Badan Narkotika Nasional Kab. Ogan ilir sudah
mengassessment sebanyak 34 orang sepanjang bulan januari sampai bulan juli 2018.

Sebanyak 34 orang tersebut di assessment dengan rawat inap ataupun rawat jalan.?°

Untuk mengetahui tingkat kecanduaan pengunaan narkotika dan seberapa lama
pengguna narkotika tersebut dilakukanlah asesmen, yaitu tahap awal yang digunakan
dengan tujuan untuk rehabilitasi pecandu atau pengguna narkotika ataupun penyala
guna narkotika. Asesmenpada tahap awal ini hanya dilakukan satu kali untuk rawat
jalan, dan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan lIlir ini yang dilakukan di
klinik Pratama Pradana Medika hanya bisa melakukan rehabilitasi rawat jalan, jika
mereka yang ingin melakukan rehabilitsi rawat inap , maka akan dirujuk ketempat

lembaga yang sudah ada fasilitasi rawat inapnya.?*

Dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2009 pada Pasal 54, menyatakan
bahwa;

“Pecandu atau pengguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib
menjalai rehabilitai medis dan sosial.”

Tertangkap tangan atau ditangkapnya seseorang terdakwa dan/atau tersangka
penyalagunaan narkotika dan pada saat terangkap tangan disana terdapat juga barang
bukti dengan jumlah tertentu dan terbukti positif dalam pemakai narkotika yang sesuai

dengan hasil tes urine, darah dan rambut. Ketika menunukan pelaku positif

20 Data rekapituasi klinik Pratama Pradana Medika yang dilayani bulan januari — juli tahun
2018.

21Hasil Wawancara dengan Naris Dwi Lestari, ST,S.Sos., Kasi Rehabilitasi Badan Narkotika
Nasional Kabupaten Ogan llir, Indralaya, pada Tanggal 12 november 2019.
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menggunakan narkotika maka, pelaku di letakan langsung di lembaga rehabilitas medis

yang sudah dikelola oleh pemerintah.

Dengan adanya pelaksaanan asesmen yang untuk tahap awal rehabilitasi ini,
peradanya proses mekanisme dalam hal penilain pecandu narkotika dan korban
penyalagunaan narkotika sebagai tersangka atau terdakwa dalam penyalahgunaan
narkotika yang dalam hal ini sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan
persidangan dipengadilan sehingga akan mendapatkan diberikannya pengobatan,
perawatan, dan pemulilnan pada lembaga rehabilitas medis dan/atau lembaga
rehabilitas dalam lingkungan sosial??. Setelah terbentuknya Tim Assessment Terpadu

ini juga mempunyai beberapa hal yang berwewenang menurut pasal 9 ayat (2).23

B. Rumusan Masalah

Maka dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas. Maka penulis
mengambil Judul dari “ Pelaksanaan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ogan llir Terhadap Pengguna Narkotika “ dan penulis bisa ngeambil

rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana proses pelaksaan asesmen Oleh Badan Narkotika Kabupaten
Ogan Ilir bagi penggunaan narkotika?
2. Apakah hal - hal yang Mempengaruhi dalam keberhasilan pelaksanaan

asesmen oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir?

22 Kementerian Kesehatan Rl, “Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkoba”, Jendela Data
Dan Informasi Kesehatan, Semester I, 2014,him. 21

23 Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Mentari
Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan dan Kepala Badan Narkotika
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C. Tujuan Penelitian

1. Dengan harapan bisa dapat mencapai suatu hal untuk mengetahui dan
mempelajari bagaimana pelaksanaan Asesmen dalam tahap awal
rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan llir
Melaksanakan Asesmen terhadap penguna narkotika;

2. Penulis dan yang membaca tulisan ini dapat mengetahui apa saja yang
hal — hal yang dalam proses keberhasilnya suatu pelaksanaan Asesmen
oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir.Supaya juga bisa
mengetahui tingkat seseorang yang telah menjadi pecandu dan/atau
menggunakan narkotika tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian yang penulis lakukan ini di harapakan supaya mampu untuk
memberikan suatu pengetahuan dan wawasan serta dalam pemikiran
terhadap llmu Hukum terutama bagi penulis dan masyarakat akan
pentingannya mengetahui pelaksaan asessment oleh kab. Ogan llir bagi

pengguna narkotika.

2. Manfaat Praktis
bisa mendapatkan informasi tentang suatu pemikiran dan pertimbangan
untuk memahami peraturan tentang Hukum yang berisi mengenai

peraturan perundang-undangan Narkotika, agar didalam masyarakat
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dapat mentaati dan tidak melanggar peraturan hukum positif di
Indonesia ini.

E. Ruang Lingkup

Agar dalam pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas maka dalam ruang
lingkup penelitian hanya membahas tentang pelaksanaan Assessment oleh Badan
Narkotika Nasional (BNN) bagi penguna narkotika dan hal — hal yang mempengaruhi
dalam keberhasilan pelaksanaan Asesmentersebut yang merupakan tahap awal dari

sebuah rehabilitasi.
F. Kerangka Teori

Yaang dimaksud dengan kerangka teori ialah sebagai model konseptual
mengenai bagaimana teori tersebut berhubungan dengan berbagai factor atau variabel
yang telah dikenali atau di identifikasi sebagai masalah yang penting sekali. Penentuan
suatu variable atau faktor dipertimbangkan untuk diteliti, dikarena merupakan salah
satu penyebab timbulnya masalah, benar-benar terjadi yang didasarkan padateori yang

relevan.?

1. Teori Penegakan Hukum
Disini penulis mengambil teori dari seroang sarjana yang ahli dibidang
sosiologi hukum dari Standford University yang bernama Lawrence M. Friedman, teori

ini disebut dengan teori sistem hukum, yang dimana didalamnya ada tiga elemen

24), Suptanto, Metode Penelitian Hukum dan Statisti, Rineka Cipta, Jakarta,2003, him. 195.
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utama, yaitu ; (1) Subtansu Hukum (Legal Subtance) ; (2) Struktur Hukum (Legal
Structure) ; (3) Budaya Hukum (Legal Culture).®®Sebelumnya penulis akan
menjelaskan terlebih dahulu hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu perangkat
peraturan yang didalamnya mengandung semacam kesatuan yang bisa kita pahami dan
hukum itu sendiri melalui sebuah sistem.?® Menurut Fuller, sistem hukum, itu harus

diletakkan pada delapan asas yang istilahnya dinamakan Principles of legality, yaitu :*’

1.  Dalam suatu sistem hukum didalamnya harus mengandung suatu peraturan —
peraturan ;

2.  Dalam sesudahnya peraturan — peraturan yang sudah dibuat diumumkan di
muka umum ;

3. Danjuga tidak boleh didalam peraturanya yang berlaku surut ;

4.  Peraturan — peraturan yang dalam rancangannya harus bisa dimengerti ;

5.  Dan juga tidak ada peraturan yang bertentangan satu sama lainnya ;

6. Didalam peraturan — peraturan tidak boleh didalamnya terkandung yang
melebihi apa yang sudah dapat dilakukan ;

7. Dalam kebiasaannya tidak boleh dering mengubah peraturan sehingga

menyebabkan orang akan kehilngan orientasi ; dan

25 Lawrence M. Friedman, American Law : An Invalueable Guide To The Many Faces Of The
Law, and How It Affects Our Daily Lives, W.W. Norton& Company, New York, 1983, him. 5-6.

% Hans Kelsen, Teori Umum Tentang hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2008,
him.3.

27 Satjipti Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him. 48.
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8.  Dan yang terakhir harus ada didalamnya kecocokan antara peraturan yang

diundangkan dengan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari — hari.

Sedangkan Menurut Lawrence M. Friedmen membagi sistem hukum menjadi

tiga bagian, yaitu :2

1. Stuktur Hukum (Legal Structure) merupakan suatu komponen struktural

ataupun organ yang bergerak didalm suatu mekanisme ;

2. Subtansi Hukum (Legal Subtance) merupakan suatu produk dari struktur
hukum, baik dari peraturan yang sudah dibuat melalui mekanisme suatu struktur dan

formal ataupun peratuan yang sudah lahir dari suatu kebiasaan ; dan

3. Budaya Hukum (Legal Culture) merupakan suatu hal yang dilihat dari nilai,
pemikiran, serta suatu harapan atas suatu kaedah atau norma dalam pergaulan
kehidupan sosial di masyarakat.

Dalam hal ini Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya
suatu penegakan hukum itu sendiri tergantung pada tiga elmen utama, yaitu subtansi
hukum, struktur hukum atau prantara hukum, dan budaya hukum.?® Teori penegakan
hukum sendiri merupakan suatu teori yang diperlukan untuk menyelaraskan nilai —
nilai yang berlaku dan juga peraturan perundang — undangan yang berlaku pada
masyarakat saat ini.®° Teori penegakan hukum ini adalah teori yang digunakan untuk

menjawab pada rumusan masalah.

28 | awrence M. Friedman, Sistem Hukum ; Prespektif [Imu Sosial (The Legal System ; A
Social Science Prespective) , Nusa Media. Bandung, 2009, him 33.

29 Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, Oemar Moechthar, Pengantar Hukum Indonesia,Airlaga
University Perss,Surabaya, 2017, him. 31.

3Soerjono Soekanto, Faktor — factor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1983, him. 3
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2. Teori Peran

Peran adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila
seorang yang melaksanakan suatu hak — hak dan kewajiban — kewajiban sesuai dengan
kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Pembedaan antara kedudukan
dari peranan ialai suatu kepntingan dari suatu ilmu pengetahuan keduanya tak dapat
dipisahkan, maka dari itu yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga
demikian tak ada suatu peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.
Sebagaimana halnya dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana
halnya juga dengan suatu kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.3!

Peranan yang melekat pada suatu diri seseorang, harus bisa dibedakan dengan
posisi atau tempatnya dalam pergaulan dalam suatu masyarkat. Posisi atau tempat
seseorang dalam suatu masyarakat (yaitu sosial — position) yang merupakan suatu
unsur yang menunjukan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan
tersebut biasanya lebih banyak menunjukan pada suatu fungsi, penyesuaian diri dan
sebagai suatu proses dapat disimpulkan bahwa tiap orang menduduki suatu posisi atau

tempat. Dalam masyarakat serta menjalakan suatu peranan.3?

31 Soerjono Soekanto, Sosiologi sutau Pengantar,Rajawali, Jakarta, 1986, him. 220.
32 Soerjono Soekanto, Ibid, him. 221.
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3. Teori Rehabilitasi (Pemulihan Kembali)

Rehabilitasi (pemulihan Kembali) merupakan sebagai suatu pertolongan
kepada para pecandu atau pengguna narkotika untuk memulihkan keadaan seperti sedia
kala baik medis ataupun sosial. Konsekuensinya tentunya merupakan yang bertujuann
untuk menghilangkan terhadap seorang atau kelompok penderitaan semaksimal
mungkin. Dalam praktek ini terjadi ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari
sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan kedua bertolak
belakang.®® Rehabilitasi yang biasanya dilatarbelakangi dengan pandangan positive
dalam hal kriminologi, maka dari itu penyebab dari kejahatan lebih dikarenakan adanya
suatu penyakit kejiwan ataupun penyimpangan sosial baik yang dapat dipandang
pskiatri atau juga dipandang dengan psikologi. Disisi lain kejahatan dalam pandangan
rehabilitas dipandang juga sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam suatu

masyarakat.>*
G. Metode Penelitian

Penelitan atau sering juga disebut dengan research pada dasarnya ialah cara
ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dengan sesuai tujuan dan kegunaan
tertentu. Dalam cara ilimiah berari sebuah kegunaan penelitian itu didasarkan pada

suatu ciri — ciri keilmuan, berikut rasional, empiris, dan sistematis.

33 Eva Achjani Zulfa,Pergeseran Paradigm pemidanaan, Lubuk Agung, bandung, 2011,him
50.

% 1bid, him. 56

3 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya , Akademi
Pustaka, Tulungagung, 2018, him. 1.
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Penelitan (research) suatu upaya pencarian yang bernilai edukatif.>®Penelitian dalam
artinya adalah sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan
secara sistematis dan logis yang bertujuan untuk mencapai , sebuah atau beberapa

tujuan-tujuan tertentu.>’
1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris atau sering
juga disebut dengan penelitian lapanagan, yang merupakan untuk mengkaji ketentuan
hukum yang sydah berlaku serta apa yang telah terjadi dalam kenyataannya dalam
masyarakat.® Penelitian yuridis-empiris dengan kata lain juga disebutt sebagai suatu
penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata
yang terjadi didalam masyarakat dengan maksud dengan tujuan guna untuk mengetahui
dan menemukan suatu fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang
dibutuhkan terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada

akhirnya menuju pada penyelesaian masalah tersebut.%.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologis (sosiolegal approach) yang mendalam secara melihat

langsung dalam masalah dengan melihat konteks norma yang diberlakukan.*

%6Amiruddin, danZainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo
Persada, 2018, him.19S

37Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya , Akademi
Pustaka, Tulungagung, 2018, him. 1.

38Suharsimi Arkunto, Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,
2012, him.126

3Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, him.15

40Abdulkadir Muhammad, 2004, HukumdanPenelitianHukum, PT. Citra Aditya Bakti,
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DanPendekatan penelitian ini melalui pendekatan yang digunakan pendekatan Undang

— Undang (statue approach) yang dilihat langsung dari semua Undang — undang.

3. Sumber dan Bahan Penelitian
Data yang digunakan bersumber pada data primer ialah data yang yang diperoleh dari
penelitian lapangan dan data pustaka yang terkait. Data primer yang digunakan

penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber
pertama,*! yaitu data atau fakta — fakta yang secara langsung terlihat dilapangan. Data
tersebut diambil dari bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kab. Ogan Ilir

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks ialah buku teks yang
mengenai yang berisi prinsip - prinsip dasar ilmu hukum dan perundang - undangan

peraturan bersama, catatan resmi, dan putusan hakim. Yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer
a. Norma atau Kaidah dasar, yaitu Undang — Undang Dasar Tahun

1945;

b. Undang — Undang Nomor 35 Tentang Narkotika Tahun 2009; dan

Bandung, him. 32.
4LAmiruddin, danZainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo
Persada, 2018, him.31
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cPeraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 80 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu
Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang
Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, Dan Persidangan atau Telah

Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan.
d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan
HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Keplaa
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika
Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/I111/2014, Nomor 03
Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014,Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor
1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/111/2014/BNN Tentang

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

2. Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dari

bahan hukum primer tersebut.

¢. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,? yang
digunakan dalam penelitian ini seperti : Kamus Besar Bahasa indonesia, Kamus

Hukum.

42 1bid, him.32
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4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan analisis data yang dimaksud ini ialah dengan
menggunakan metode-metode ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif ataupun
kualitatif.** Pengumpulan data dilakukan dengan menggunaka metode studi lapangan

yang juga ditunjang dengan metode studi pustaka (library research ).

5. Lokasi Penelitian
Dalam melakukan suatu penelitian penulis melihat secara langsung dari fakta
— fakta dilapangan yang berada di tempat Badan Narkotika Nasional (BNN) yang

diwilayah Kab. Ogan Ilir.

6. Responden
Responden dalam penelitian ini adalah di bidang Rehabilitasi Badan Narkotika

Nasional Kab. Ogan Ilir.

7. Populasi

Populasi atau universe ialah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri
— ciri atau karakteristik yang sama.** Menurut sarjanawan Ronny Hanitijo Soemitro
bahwa populasi dapat berujud sejumlah manusia atau sebuah sesuatu. Penentuan

populasi harus singkron dengan topik penelitian.*

4Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif : Konsep, Prinsip Dan Operasionalnya, Akademi
Pustaka, Tulungagung, 2018, him.1-2.

44 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Uniersitas Indonesia Press,
2010, him. 172

4 Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia,
1983, him. 46
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Topik penelitian ini adalah karekteristik untuk pelaksanaan assessment oleh
Badan Narkotika Nasional (BNN) bagi pengguna narkotika yang ada di wilayah Kab.

Ogan llir.

8. Sampel

Sampel adalah suatu contoh dari suatu populasi atau sub dari populasi yang
cukup besar jumlahnya dan harus sampai bisa dapat mewakili suatu populasi atau sub
populasi.*® Sampel dalam penelitian ini adalah bidang Rehabiltasi Badan Narkotika

Nasional (BNN) Kabupaten Ogan Ilir yang terdiri dari dua orang.

9. Analisis Data

Analisis data yang diginakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif
kualitatif. Dan pada saat setelah data sekunder dan bahan hukum primer, sekunder dan
tersier terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif oleh penulis. Kemudian bahan —
bahan hukum tersebut dianalisis dan diuraikan secara sistematis dengan tujuan untuk
memecahkan permasalahan ini. Hasil dari ini dituangkan dan kemudian ditarik

kesimpulan dari penelitian tersebut.
10. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam hal ini secara induktif.*” Yang merupakan proses
dengan tujuan guna untuk menarik kesimpulan yang diawalinya dari suatu fakta

ataupun data khusus berdasarkan hasil dari suatu penelitian lapangan ataupun untuk

46 Mukti fajar ND dkk, Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF&EMPIRIS, Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2010, him. 172.
47 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet.6, Jakarta, Kencana, 2010, him.202.
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pengalaman emprisi. Dari yang didapatkan tersebut, yaitu data dan fakta hasil dari
suatu pengamatan emprisi tersebut disusun, dikaji, dan juga untuk diolah supaya
bertujuan untuk menarik maknan dari penelitian itu dalam bentuk pernyataan ataupun

kesimpulan yang bersifat umum tersebut
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